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ABSTRAK 

 

(A)  Nama  : Muhammad Ruen Wijokangko; NIM: 205180160 

(B)  Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MASALAH 

PERDATA TERKAIT SEWA-MENYEWA PRIBADI 

DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN (PERATURAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 

1960 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA). 

(C)  Halaman   : VII+122+Lampiran 

(D)  Kata Kunci  : Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, 

Pemerintah Daerah, Masyarakat. 

(E)  Isi Abstrak :  

Bahwa dalam hal terjadinya pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau 

kuasanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 1960. Maka bagi masyarakat yang merasa tanahnya 

diduduki oleh orang lain tanpa izin yang berhak maka dapat mengajukan 

permohonan perlindungan hukum kepada pemerintah dalam rangka untuk 

menyelesaikan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya hal 

ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut 

bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penertiban atau pengosongan 

terhadap pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dalam 

rangka untuk menertibkan kawasan wilayahnya. PERAN PEMERINTAH 

DAERAH DALAM MASALAH PERDATA TERKAIT SEWA-

MENYEWA PRIBADI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN (PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 DAN KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PERDATA). 

(F)  Daftar Acuan : 44 (1997-2021) 

(G) Pembimbing   : Dr. Gunawan Djajaputera, S.H.,M.H.,S.S. 

(H) Penulis  : Muhammad Ruen Wijokangko 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

 

PERPU Adalah Peratruan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

KUHPer Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

PTUN  Adalah Peradilan Tata Usaha Negara 

UU  Adalah Undang-Undang 

PN   Adalah Pengadilan Negeri 

Cq  Adalah frasa yang juga dari Bahasa Latin y diterjemah 

 


